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ABSTRACT

Yusran Harianto (2018): Divorce by Redemption at Tembilahan’s Religious
Court: An Analysis on Divorce Decision Due to
Domestic Violence at the Religious Court in 2017

Data on divorce cases in almost all regions in Indonesia continues to
increase from year to year. The data are not much different from divorce rate that
occurred in Indragiri Hilir Regency. Based on the data from an annual report of
Tembilahan’s Religious Court in 2017, it’s revealed that divorce cases were
dominated by cases of divorce by redemption, a divorce at a wife's initiative. The
reasons for divorce submitted by the wife are also vary. But if these cases are
further explored, they are motivated by the existence of domestic violence
committed by the husband against the wife.

The problems addressed in this study are to give description of how the
divorce cases existed in the Religious Court during 2017, to find out the motives
of claim for divorce by redemption which caused by domestic violence, and to
explain the legal considerations applied by judges on the divorce decision due to
the domestic violence in the Religious Court.

The type of this study is field research and the approach is empirical or
sociological juridical approach, which comes from primary and secondary data.
The analysis was done through descriptive qualitative approach using the
inductive-deductive methods.

Based on the result of the study, it is concluded that, first, the divorce cases
in the Religious Court due to domestic violence which consists of various types of
violence. Some are motivated by physical, psychological, neglect and sexual
violence. While the causes of domestic violence, especially physical violence, are
motivated by a variety of reasons including jealousy, economic factors, infidelity
and others. Second, judges’ considerations in resolving divorce cases due to
domestic violence in the Religious Court generally consist of legal considerations
(material and formal) and the consideration of facts revealed at the trial which in
many cases the judges concluded that there were no inner ties so that it was no
longer possible to realize the purpose of marriage. Furthermore, the consideration
of benefit tends to be common in that when the atmosphere of household life is
not conducive so that if it continues, it is feared and will bring harm rather than
benefit and thus it is better to divorce. This consideration is applied equally to
almost all cases even though each case has its own characteristics. Judges can dig
deeper based on the principles of magashid al-syari'ah especially those related to
hifzh al-nafs for wives and hifzh al-nasl for children.
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ABSTRAK

Yusran Harianto (2018): Cerai Gugat (Khulu’) Di Pengadilan Agama
Tembilahan: Analisis Terhadap Putusan
Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT) Di Pengadilan Agama Tembilahan
Tahun 2017

Data kasus perceraian pada hampir seluruh wilayah di Indonesia dari tahun
ke tahun terus meningkat, data tersebut tak jauh berbeda dengan angka perceraian
yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan data laporan tahunan
Pengadilan Agama Tembilahan tahun 2017 terungkap fakta bahwa kasus-kasus
perceraian didominasi oleh kasus cerai gugat yaitu perceraian yang inisiatifnya
dari pihak isteri. Alasan cerai yang diajukan oleh isteri pun bermacam-macam,
namun jika ditelusuri lebih jauh kasus-kasus tersebut antara lain dilatarbelakangi
oleh adanya tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan
oleh suami terhadap isteri.

Permasalahan yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah
bagaimana gambaran kasus gugat cerai di Pengadilan Agama Tembilahan tahun
2017, apa motif tuntutan cerai gugat (khulu’) akibat tindak kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT), Bagaimana bentuk pertimbangan hukum yang diterapkan
oleh hakim terhadap putusan perceraian akibat tindak kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Tembilahan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah field reseach (penelitian lapangan)
dan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris atau
sosiologis, yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik analisa
yang dipakai adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif
dengan menggunakan metode induktif- deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, kasus-kasus perceraian di
Pengadilan Agama Tembilahan akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
terdiri atas pelbagai jenis kekerasan. Ada yang bermotif kekerasan fisik, psikis,
penelantaran dan seksual. Sedangkan penyebab terjadinya KDRT, terutama
kekerasan fisik, dilatarbelakangi oleh pelbagai sebab antara lain cemburu, faktor
ekonomi, perselingkuhan dan lain-lain. Kedua, pertimbangan-pertimbangan
hakim dalam penyelesaian kasus-kasus perceraian akibat KDRT di Pengadilan
Agama Tembilahan umumnya terdiri atas pertimbangan hukum (materil dan
formil) dan pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan yang dalam
banyak kasus hakim berkesimpulan sudah tidak terjalin ikatan batin sehingga
tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan pernikahan. Sedangkan
pertimbangan kemaslahatan cenderung bersifat umum yakni bilamana suasana
kehidupan rumah tangga sudah tidak kondusif sehingga jika tetap diteruskan
dikhawatirkan akan mendatangkan kemudharatan daripada kemaslahatan maka
lebih baik diceraikan. Pertimbangan ini diberlakukan sama pada hampir semua
kasus padahal setiap kasus memiliki karakteristik masing-masing. Hakim bisa saja
menggali lebih dalam lagi berdasarkan prinsip-prinsip maqashid al-syari’ah
khususnya yang terkait dengan hifzh al-nafs bagi istri dan hifzh al-nasl bagi anak.
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ABSTRAK

Yusran Harianto (2018): Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tembilahan:
Analisis Terhadap Putusan Perceraian Akibat
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di
Pengadilan Agama Tembilahan Tahun 2017

Data kasus perceraian pada hampir seluruh wilayah di Indonesia dari tahun
ke tahun terus meningkat, data tersebut tak jauh berbeda dengan angka perceraian
yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan data laporan tahunan
Pengadilan Agama Tembilahan tahun 2017 terungkap fakta bahwa kasus-kasus
perceraian didominasi oleh kasus cerai gugat yaitu perceraian yang inisiatifnya
dari pihak isteri. Alasan cerai yang diajukan oleh isteri pun bermacam-macam,
namun jika ditelusuri lebih jauh kasus-kasus tersebut antara lain dilatarbelakangi
oleh adanya tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan
oleh suami terhadap isteri.

Permasalahan yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah
bagaimana gambaran kasus gugat cerai di Pengadilan Agama Tembilahan tahun
2017, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tuntutan cerai gugat akibat
tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Bagaimana bentuk pertimbangan
hukum yang diterapkan oleh hakim terhadap putusan perceraian akibat tindak
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Tembilahan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah field reseach (penelitian lapangan)
dan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris atau
sosiologis, yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik analisa
yang dipakai adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif
dengan menggunakan metode induktif- deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, kasus-kasus perceraian di
Pengadilan Agama Tembilahan akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
terdiri atas pelbagai jenis kekerasan. Ada yang bermotif kekerasan fisik, psikis,
penelantaran dan seksual. Sedangkan penyebab terjadinya KDRT, terutama
kekerasan fisik, dilatarbelakangi oleh pelbagai sebab antara lain cemburu, faktor
ekonomi, perselingkuhan dan lain-lain. Kedua, pertimbangan-pertimbangan
hakim dalam penyelesaian kasus-kasus perceraian akibat KDRT di Pengadilan
Agama Tembilahan umumnya terdiri atas pertimbangan hukum (materil dan
formil) dan pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan yang dalam
banyak kasus hakim berkesimpulan sudah tidak terjalin ikatan batin sehingga
tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan pernikahan. Sedangkan
pertimbangan kemaslahatan cenderung bersifat umum yakni bilamana suasana
kehidupan rumah tangga sudah tidak kondusif sehingga jika tetap diteruskan
dikhawatirkan akan mendatangkan kemudharatan daripada kemaslahatan maka
lebih baik diceraikan. Pertimbangan ini diberlakukan sama pada hampir semua
kasus padahal setiap kasus memiliki karakteristik masing-masing. Hakim bisa saja
menggali lebih dalam lagi berdasarkan prinsip-prinsip maqashid al-syari’ah
khususnya yang terkait dengan hifzh al-nafs bagi istri dan hifzh al-nasl bagi anak.
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ABSTRACT

Yusran Harianto (2018): Divorce by Redemption at Tembilahan’s Religious
Court: An Analysis on Divorce Decision Due to
Domestic Violence at the Religious Court in 2017

Data on divorce cases in almost all regions in Indonesia continues to
increase from year to year. The data are not much different from divorce rate that
occurred in Indragiri Hilir Regency. Based on the data from an annual report of
Tembilahan’s Religious Court in 2017, it’s revealed that divorce cases were
dominated by cases of divorce by redemption, a divorce at a wife's initiative. The
reasons for divorce submitted by the wife are also vary. But if these cases are
further explored, they are motivated by the existence of domestic violence
committed by the husband against the wife.

The problems addressed in this study are to give description of how the
divorce cases existed in the Religious Court during 2017, to find out the motives
of claim for divorce by redemption which caused by domestic violence, and to
explain the legal considerations applied by judges on the divorce decision due to
the domestic violence in the Religious Court.

The type of this study is field research and the approach is empirical or
sociological juridical approach, which comes from primary and secondary data.
The analysis was done through descriptive qualitative approach using the
inductive-deductive methods.

Based on the result of the study, it is concluded that, first, the divorce cases in
the Religious Court due to domestic violence which consists of various types of
violence. Some are motivated by physical, psychological, neglect and sexual
violence. While the causes of domestic violence, especially physical violence, are
motivated by a variety of reasons including jealousy, economic factors, infidelity and
others. Second, judges’ considerations in resolving divorce cases due to domestic
violence in the Religious Court generally consist of legal considerations (material and
formal) and the consideration of facts revealed at the trial which in many cases the
judges concluded that there were no inner ties so that it was no longer possible to
realize the purpose of marriage. Furthermore, the consideration of benefit tends to be
common in that when the atmosphere of household life is not conducive so that if it
continues, it is feared and will bring harm rather than benefit and thus it is better to
divorce. This consideration is applied equally to almost all cases even though each
case has its own characteristics. Judges can dig deeper based on the principles of
magashid al-syari'ah especially those related to hifzh al-nafs for wives and hifzh al-
nasl for children.
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ABSTRAK

Yusran Harianto (2018): Cerai Gugat (Khulu’) Di Pengadilan Agama
Tembilahan: Analisis Terhadap Putusan
Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT) Di Pengadilan Agama Tembilahan
Tahun 2017

Data kasus perceraian pada hampir seluruh wilayah di Indonesia dari tahun
ke tahun terus meningkat, data tersebut tak jauh berbeda dengan angka perceraian
yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan data laporan tahunan
Pengadilan Agama Tembilahan tahun 2017 terungkap fakta bahwa kasus-kasus
perceraian didominasi oleh kasus cerai gugat yaitu perceraian yang inisiatifnya
dari pihak isteri. Alasan cerai yang diajukan oleh isteri pun bermacam-macam,
namun jika ditelusuri lebih jauh kasus-kasus tersebut antara lain dilatarbelakangi
oleh adanya tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan
oleh suami terhadap isteri.

Permasalahan yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah
bagaimana gambaran kasus gugat cerai di Pengadilan Agama Tembilahan tahun
2017, apa motif tuntutan cerai gugat (khulu’) akibat tindak kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT), Bagaimana bentuk pertimbangan hukum yang diterapkan
oleh hakim terhadap putusan perceraian akibat tindak kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Tembilahan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah field reseach (penelitian lapangan)
dan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris atau
sosiologis, yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik analisa
yang dipakai adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif
dengan menggunakan metode induktif- deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, kasus-kasus perceraian di
Pengadilan Agama Tembilahan akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
terdiri atas pelbagai jenis kekerasan. Ada yang bermotif kekerasan fisik, psikis,
penelantaran dan seksual. Sedangkan penyebab terjadinya KDRT, terutama kekerasan
fisik, dilatarbelakangi oleh pelbagai sebab antara lain cemburu, faktor ekonomi,
perselingkuhan dan lain-lain. Kedua, pertimbangan-pertimbangan hakim dalam
penyelesaian kasus-kasus perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Tembilahan
umumnya terdiri atas pertimbangan hukum (materil dan formil) dan pertimbangan
fakta yang terungkap di persidangan yang dalam banyak kasus hakim berkesimpulan
sudah tidak terjalin ikatan batin sehingga tidak mungkin lagi dapat mewujudkan
tujuan pernikahan. Sedangkan pertimbangan kemaslahatan cenderung bersifat umum
yakni bilamana suasana kehidupan rumah tangga sudah tidak kondusif sehingga jika
tetap diteruskan dikhawatirkan akan mendatangkan kemudharatan daripada
kemaslahatan maka lebih baik diceraikan. Pertimbangan ini diberlakukan sama pada
hampir semua kasus padahal setiap kasus memiliki karakteristik masing-masing.
Hakim bisa saja menggali lebih dalam lagi berdasarkan prinsip-prinsip magéashid al-
syari’ah Khususnya yang terkait dengan hifzh al-nafs bagi istri dan hifzh al-nasl bagi
anak.
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